PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Bupati dalam  penetapan
Keputusan Bupati perlu adanya pendelegasian
kewenangan  kepada  pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang untuk Menandatangani Keputusan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada penerima
delegasi.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang untuk menandatangani
Keputusan kepada :

a. Sekretaris Daerah.

b. Pimpinan Perangkat Daerah

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Kriteria Keputusan yang ditandatangani Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
sebagai berikut :

a. pembentukan tim pemerintah daerah yang terdiri
dari antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

b. bersifat koordinatif; dan

c. diberikan honor.

Kriteria Keputusan yang ditandatangani Pimpinan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b sebagai berikut :

a. pembentukan tim yang terdiri dari intern perangkat
daerah yang bersangkutan

b. tidak ada honor.

Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) Sekretaris Daerah dan Pimpinan
Perangkat @ Daerah  berwenang  menandatangani
keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4
Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 01



